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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 

ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang 

kekuasaaan tertinggi dari suatu negara, baik secara langsung ataupun menggunakan 

sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Demokrasi dicirikan oleh Sargent 

(1987) adalah dengan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, 

adanya persamaan hak di anatara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan 

yang diberikan, adanya sistem perwakilan yang efektif sehingga dapat tercipta suatu 

sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas 

(Mazurkiewicz, 2009). 

Demokrasi dikonsepkan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo 

(1982) bahwa dalam menjalankan proses demokrasi itu dicirikan dengan beberapa 

prinsip, antara lain seperti adanya pembatasan tindakan pemerintah dalam 

memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan pergantian pemimpin 

secara berkala, tertib, damai dan efektif, adanya sikap toleransi dalam berpendapat, 

adanya sikap tunduk pada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik, pemilihan 

yang dilakukan secara bebas dengan model perwakilan yang efektif, pemberian 

kebebasan kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat umum 

untuk berpartisipasi dan beroposisi, adanya kebebasan kepada rakyat untuk  
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berpendapat hingga penerapan sikap menghargai hak-hak minoritas maupun 

perorangan dan lebih mengutamakan diskusi serta persuasi daripada koersi dan represi 

(Mazurkiewicz, 2009). Oleh karena itu, sebuah negara yang berdemokrasi memiliki 

ciri paling mendasar yaitu adanya keberadaan pemilihan secara umum yang dilakukan 

secara berkala dengan memberikan kebebasan dan perlindungan bagi rakyatnya untuk 

berpendapat dan berpartisipasi dengan tetap menjalankan peraturan yang ada tanpa 

membedakan kedudukan. 

Pemilihan Umum adalah sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan salah 

satu bagian dari hal politik yang menjadi fokus utama tentang keadilan. Prinsip 

keadilan sangat berhubungan dengan tujuan ke-16 dari Sustainable Development 

Goals (SDGs) yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), 

terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk 

semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). SDGs 

merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyakat, bukan 

hanya dari peningkatan dari sisi kemiskinan dan melindungi lingkungan saja tetapi 

juga dalam hal berpolitik. 

Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Implementasi Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan yang ditanda tangani oleh Pemerintah diasumsikan 

sebagai awal mula wujud komitmen politik yang bersifat partisipatif dengan 

melibatkan seluruh pihak. Politik dalam tujuan SDGs adalah dengan membuat suatu 

transformasi yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah-masalah politik dan 
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memberi kesempatan bagi seluruh generasi untuk terlibat dalam diskusi mengenai 

masalah keadilan dan realitas politik lokal yang berdemokrasi (Pemerintah Pusat, 

2017). Indonesia saat ini telah memasuki masa-masa politik dimana sedang menuju 

pada masa persiapan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak 2024. Penyelenggaraan 

pemilihan umum yang adil dan berdemokrasi membutuhkan lembaga yang memiliki 

kredibilitas dan mampu menjaga proses demokratisasi, yang dalam urusan pemilihan 

umum ini merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu). 

Bawaslu merupakan suatu lembaga negara tambahan (Auxiliary State’s Organs) 

yang bersifat independen dan merupakan bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara 

yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi dibentuk diluar bagian fungsi 

kekuasaan negara, sehingga Bawaslu menjadi lembaga yang independen, maka dalam 

menjalankan wewenang dan tugasnya tidak akan mendapatkan tekanan dari kekuatan 

politik yang ada. Bawaslu tidak hanya bertugas sebagai pemantau atau pengawas saja, 

tetapi juga memiliki wewenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran 

administrasi, pelanggaran politik uang dan penyelesaian sengketa sesuai yang tertuang 

dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Pelanggaran pemilihan umum tentu tidak sesekali jika mendekati masa Pemilu, 

baik dari pelanggaran administratif, politik uang (money politics) hingga pelanggaran 

sengketa, maka seharusnya Bawaslu tidak hanya berfokus pada bagaimana cara 

pemutusan atau penyelesaiannya saja, tetapi juga bagaimana agar pelanggaran tersebut 

tidak terjadi. Bawaslu Republik Indonesia tentunya tidak bisa mengawasi secara 

langsung proses awal pemilu dari seluruh daerah yang di Indonesia, sehingga Bawaslu 

Republik Indonesia telah memberi arahan kepada seluruh jajaran Bawaslu Daerah baik 
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Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk membantu memperkuat pengawasan dan 

pencegahan hingga ketegasan dalam penindakan dan penyelesaian sengketa. 

Salah satu Bawaslu Daerah yang tentunya menjalankan amanat dari Bawaslu 

Republik Indonesia adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai kepala dari 

beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan tentunya membuat 

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjadi penggerak utama dan contoh nyata bagi 

Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Sesuai amanat yang diberikan oleh 

Bawaslu Republik Indonesia tentunya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan harus 

memberikan arahan dan mengajak seluruh masyarakat dalam proses menuju Pemilu 

2024 yang berdemokrasi. 

Namun sebelum turun ke masyarakat, Bawaslu perlu memperkuat pengawasan, 

pencegahan, penindakan hingga ketegasan dalam penyelesaian sengketa menuju 

Pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengawali persiapan ini dengan 

mempersiapkan strategi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu 

Provinsi Sumatera Selatan menjalankan strategi yang telah diberikan oleh Bawaslu RI 

diantaranya dengan menjalankan program-program yang akan mendukung 

maksimalnya tahapan verifikasi partai politik. Terdapat 2 program yang dijalankan 

yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam 

Proses Konsolidasi Demokrasi. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjadikan hasil evaluasi dari pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di tahun-tahun sebelumnya dalam 

proses penyusunan strategi-strategi. Selain itu, peningkatan penguatan jajaran 

pengawas pemilu baik di tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan juga perlu 

untuk dilakukan, baik di lingkungan kampus, kementrian ataupun dinas yang 
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berkaitan, masyarakat hingga peningkatan penguatan bagi seluruh SDM pegawai 

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengimplementasikan strategi ini dengan 

bekerja sama dengan KPU baik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Kerja sama ini perlu 

dilakukan dikarenakan mengingat bahwa dalam tujuan untuk meningkatkan 

pengawasan tidak hanya sekedar tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera 

Selatan saja, tetapi juga menjadi tugas dari KPU selaku lembaga pengawas pemilu. 

Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten/Kota adalah dengan mengadakan rapat 

koordinasi bersama KPU se-Sumatera Selatan yang membahas tentang pemutakhiran 

Daftar Pemilih Berkelanjutan agar dapat tercipta Pemilu 2024 yang akurat dan 

berkualitas. Kegiatan rapat koordinasi menjadi kesempatan untuk bisa menyamakan 

Gambar 1. Penyusunan Strategi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 

Serentak 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 

Sumber : website sumsel.bawaslu.go.id 
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pandangan serta proses dalam melakukan pengawasan terkait pemutakhiran data 

pemilih antara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan 

KPU se-Sumatera Selatan, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan masih berfokus pada 

tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Partai Politik dimana 

tetap bekerja sama bersama KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 tahun 2022 (KPU RI, 2022) dan amanat pada Pasal 

178 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu 

Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan koordinasi dengan beberapa KPU 

Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan terkait proses tahapan ini, hal ini dilakukan 

karena mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 

Serentak di tahun 2019 lalu. 

Gambar 2. Rapat Koordinasi Bawaslu Sumsel bersama 

KPU se- Sumatera Selatan 

Sumber : Instagram @bawaslu.sumsel 
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Pelanggaran yang paling banyak terjadi dalam masa pemilu 2019 adalah 

pelanggaran administratif dimana mencapai 12.138 pelanggaran. Pelanggaran 

administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi implementasi Pemilu dalam setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu. Dalam implementasi administrasi pemilu tentunya juga 

dilakukan pengecekan atau verifikasi terhadap dokumen-dokumen pemilu, dimana 

salah satunya adalah pengecekan terkait dokumen persyaratan partai politik calon 

peserta pemilu. Pada tahun 2019 telah terjadi pelanggaran administratif yang terjadi di 

Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan 

KPU Empat Lawang. Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh 2 KPU ini telah 

diproses dan di sidang dengan hasil berupa pemberian hukuman berupa teguran 

tertulis, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pelanggaran Terkait Verifikasi Partai Politik di Tahun 2019 

Sumber: beritapagi.co.id 
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Selain itu, telah ditemukan kembali pada tahun 2022 adanya pelanggaran dalam 

tahapan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas dan KPU 

Muara Enim. Pelanggaran yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi 

keanggotaan partai politik melalui video call di WhatsApp yang mana ini adalah 

pelanggaran terkait prosedural yang berlaku yaitu PKPU No. 4 tahun 2022 yang sesuai 

pada Pasal 39 ayat (1) bahwa dalam tahapan verifikasi partai politik harus dilakukan 

secara langsung dengan mendatangi kantor partai politik. Dengan adanya kasus 

pelanggaran yang terjadi di tahun 2019 dan 2022 tentunya membuat Bawaslu provinsi 

Sumatera Selatan mematangkan implementasi strategi dalam pengawasan terutama 

terkait verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 dengan harapan dapat 

meningkatkan efektivitas pengawasan dalam masa Pemilu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pelanggaran Terkait Verifikasi Partai Politik di tahun 2022 

Sumber: sumsel.tribunnews.com 
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Sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait Analisis Implementasi Strategi Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai 

Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 

yang akan dikaji menggunakan Teori Strategi dari Thomas L. Wheelen dan J. David 

Hunger. Wheelen & Hunger menjelaskan bahwa strategi yang baik adalah dilihat dari 

tiga tiga aspek, yaitu Program, Anggaran dan Prosedur (Eko, 2013). Jika ketiga hal 

tersebut dapat diimplementasikan secara baik, maka strategi yang digunakan akan 

berjalan dengan sempurna dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penelitian menggunakan teori Wheelen-Hunger ini tidak hanya berfokus pada aspek 

prosedural yang telah jelas adanya pelanggaran atau masalah yang terjadi, tetapi juga 

akan melihat bagaimana aspek lainnya yaitu program dan anggaran dari implementasi 

strategi pengawasan verifikasi partai politik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. 

Penelitian terkait Bawaslu sudah banyak dilakukan akan tetapi fokus dan lokus 

di setiap penelitian berbeda-beda. Beberapa riset yang membahas mengenai Strategi 

Bawaslu telah dilakukan oleh (Jonathan Galant Dewandaru et al., 2021; 

Praminingtyas, 2015; Wati, 2020), namun dengan pembahasan fokus yang berbeda 

dimana Praminingtyas membahas terkait strategi pencegahan, sedangkan Wati 

membahas terkait upaya penindakan dari pelanggaran pemilu. Jonathan dkk 

membahas terkait stategi pengawasan tetapi berbeda pada variabel penelitian. Selain 

itu terdapat juga penelitian yang membahas tentang Strategi dalam tahapan verifikasi 

partai politik yang dilakukan oleh partai Politik Garuda yang merupakan penelitian 

dari (Andyka, 2019) dan penelitian tentang strategi partai Politik Perindo yang 

dilakukan oleh (Rahmah & Maimun, 2018). 
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Adapun penelitian lain yang berkaitan dengan variabel tentang verifikasi partai 

politik sudah dilakukan oleh peneliti lainnya tetapi lebih berfokus pada bagaimana 

peran bawaslu, malpraktik, tata kelola, rekonstruksi hingga evaluasi dalam tahapan 

verifikasi partai politik seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & 

Handayani, 2022; Mahardika, Gelora, 2020; F. Putra & Zarkasi, 2020; I. M. Putra et 

al., 2019; Syafriande, Aldho, Aidinil Zetra, 2019).  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam verifikasi partai politik calon 

peserta pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Implementasi Strategi Pengawasan Dalam Tahapan 

Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera 

Selatan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah: Bagaimana Implementasi Strategi Pengawasan Verifikasi 

Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

implementasi strategi pengawasan dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta 

pemilu yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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a. Secara Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama 

yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tahapan Verifikasi Partai 

Politik Calon Peserta Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Bawaslu Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam implementasi strategi pengawasan tahapan 

verifikasi partai politik dalam pemilu.  
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